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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) pertimbangan hakim dalam menyelesaikan 
sengketa pengelolaan wakaf masjid pada kasus Putusan PA Surakarta Nomor 
0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska, 2) putusan Hakim dalam sengketa pengelolaan wakaf 
masjid pada kasus Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis 
normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis 
data melalui proses search and research. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) 
Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pengelolaan wakaf masjid 
pada kasus Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska adalah 
adanya unsur (1) bukti yaitu (a) bukti pemohon: fotokopi KTP pemohon I, II, dan 
III, fotokopi sertifikat tanah wakaf, asli surat keterangan kematian almarhum 
pewaris dan ahli waris, fotokopi sertifikat medis penyebab kematian almarhum 
ahli waris, fotokopi rincian biaya perawatan almarhum Sakib Ali Basri, (b) bukti 
termohon: fotokopi surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik 
nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2004, dan fotokopi akta pengganti 
akta ikrar wakaf nomor N.III.14.VIII Tahun 2004; (2) saksi: saksi I (58 tahun), 
Saksi II (51 tahun). 2) Putusan Hakim dalam sengketa pengelolaan wakaf masjid 
pada kasus Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska tentang (a) 
mengabulkan permohonan; (b) Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf (c) 
telah sesuai dengan Pasal 1 jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun sedang 
tentang (a) Membatalkan Sertifikat wakaf tidak sesuai dengan Pasal 49 UU Wakaf 
No.41 Tahun 2004.  
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Abstract 
This study aims to 1) judges' consideration in resolving the dispute over the 
management of waqf of mosque in case of Decision of PA Surakarta Number 0260 
/ Pdt.G / 2012 / PA.Ska, 2) verdict of Judge in dispute of management of waqf of 
mosque in case of Decision of PA Surakarta Number 0260 / Pdt.G / 2012/ PA.Ska, 
This type of research is normative legal research with normative juridical 
approach. Technique of collecting data through literature study. Data analysis 
technique through search and research process. Hasil penelitian ini 
menunjukkan: 1) The judge's consideration in resolving the dispute over the 
management of waqf of the mosque in the case of the Decision of Religious Courts 
of Surakarta No. 0260 / Pdt.G / 2012 / PA.Ska is the existence of (1) evidence that 
is (a) the applicant's proof: a photocopy of applicant IDs I, II and III, photocopy 
of wakaf land certificate, original certificate of death of the deceased heir and 
heir, photocopy of medical certificate causing death of the deceased heir, 
photocopy details of the cost of treatment of the deceased Sakib Ali Basri, (b) the 
2 
proof of the requested party: a photocopy of a letter from the village head 
concerning the pledge of land owned by number XXXXXXXXXX dated August 24, 
2004, and photocopy of the deed of the pledge of the number of NUIII.14.VIII 
Tahun 2004 pledge; (2) witness: witness I (58 years), Witness II (51 years) 2) 
Judge's decision in the dispute on the management of waqf of mosque in case of 
Decision of PA Surakarta Number 0260 / Pdt.G / 2012 / PA.Ska about (a) 
granting the petition; (b) To cancel the Substitution Deed of Waqf (c) in 
accordance with Article 1 in conjunction with Article 1 of Law Number 41 Year 
which is about (a) Canceling the Wakaf Certificate not in accordance with Article 
49 of the Wakaf Law No.41 of 2004.  
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1. PENDAHULUAN 
Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan 
bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Karena wakaf 
adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan 
ikhlas karena mencari ridhaNya.1 Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di 
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya 
adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan 
beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum2. 
Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda 
wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak 
ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, 
hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang 
kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya 
dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukan wakaf.3 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari 
                                                             
1 Abdul Ghofur Anshori, 2005, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar 
Media, hal. 1.  
2 Jaih Mubarok, 2008, Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 58. 3Abdul 
Ghofur Anshori,Op.Cit., hal. 2.  
3 Ibid., hal. 215.  
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Pengadilan Agama Surakarta, dalam putusan Nomor: 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska 
sengketa wakaf terjadi akibat adanya permasalahan yang terjadi wakif. Kondisi 
wakif yang dianggap oleh nadzir tidak memenuhi syarat wakif. Kasus ini 
kemudian diajukan gugatan oleh nadzir untuk pembatalan ikrar setelah upaya 
mediasi awal untuk menyelesaikan hal waris bagi anggota keluarganya, sehingga 
kemudian ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia. Saat salah satu ahli 
waris tersebut sakit, wakif tidak memiliki biaya untuk pengobatan. Hal inilah 
yang menjadi alasan nadzir mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam 
hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam 
penulisan tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid 
Assegaf di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ 
Pdt.G/2012/PA.Ska)” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) pertimbangan hakim dalam 
menyelesaikan sengketa pengelolaan wakaf masjid pada kasus Putusan PA 
Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska, 2) putusan Hakim dalam sengketa 
pengelolaan wakaf masjid pada kasus Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ 
Pdt.G/2012/PA.Ska. 
 
2. METODE  
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
hukum normatif yang sering kali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. 
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu 
pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan 
metode induktif sebagai tata kerja penunjang.25 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yang 
mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.4 Metode 
pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. 
                                                             
4 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hal. 11.   
4 
Model analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah proses search 
and research dalam penemuan hukum in concreto. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wakaf Dalam 
Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska 
Berdasarkan pertimbangan dari pemohon dan termohon, maka hakim 
mengggali dan merumuskan pertimbangan agar dapat memberikan keadilan bagi 
kedua belah pihak. 
1. Berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, dihubungkan 
dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling mendukung, bahwa 
Termohon III (ibu TERMOHON III) memiliki seorang anak yang bernama 
ANAK TERMOHON III yang pada saat terjadinya wakaf berstatus sebagai 
ahli waris; 
2. Akad wakaf yang dilakukan oleh ibu TERMOHON III (Termohon III) dengan 
Pemohon, terdapat seorang ahli waris yang bernama ANAK TERMOHON III 
yang tidak dapat menandatangani atau diminta persetujuannya untuk 
menandatangi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut 
dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf 
mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan; 
3. Bahwa sakit gangguan jiwa yang diderita ANAK TERMOHON III telah 
menyebabkan meninggal, dan selama sakit yang bertahun-tahun memerlukan 
biaya perawatan yang besar dan biaya tersebut ditanggung di antaranya oleh 
Pemohon dan saksi 
4. Pada proses penegakan hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan 
kepentingan seseorang, maka harus memuat tiga unsur, yaitu adanya kepastian 
hukum, kemanfaatan dan keadilan; 
5. Ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut, meskipun 
telah terjadi sejak tahun 2004 dengan demikian nadzir dan penerima wakaf 
tidak memanfaatkan dengan maksimal yang berarti tidak menggunakan asas 
manfaat, maka hal ini sama halnya dengan menyia-nyiakan amanah; 
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6. Ternyata secara nyata ibu TERMOHON III (Termohon III) masih menempati 
rumah tersebut sampai sekarang, sehingga nadzir berkesimpulan bahwa tanah 
tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Termohon III, sebagai tempat 
tinggalnya; 
7. Bahwa antara para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, pada 
dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik kepentingan), selain 
murni kehendak Para Pemohon bermaksud mengembalikan tanah wakaf 
tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak bermaksud menguasai 
atau memiliki tanah wakaf tersebut; 
8. Dengan demikian, maka, Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang 
terbaik kepada Termohon III (TERMOHON III), berkaitan dengan tanah 
wakaf tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, 
karena sejalan dengan maqashidus syari’ah yaitu untuk maslahat umat; 
9. hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara 
yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 
tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 tahun 2009; 
10. Pada hakikatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk 
mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan 
kepadanya; 
11. Apabila peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum 
dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) 
UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman; 
12. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan 
Pemohon patut untuk dikabulkan; 
Pada tanggal 22 Maret 2012, 3 (tiga) Nadzir Masjid Assegaf mengajukan 
permohonan pembatalan wakaf di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta 
dengan Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska, tanggal 22 Maret 2012 dengan 
perubahan secara tertulis tanggal 22 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai 
6 
berikut:  
1. Bahwa para Pemohon adalah Pengurus Masjid Assegaf yang beralamat di 
Surakarta; 
2. Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon didatangi oleh ibu TERMOHON III, 
beralamat di dengan maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat tinggal di 
atas tanah seluas 211 m2 atas nama almarhum suaminya, SUAMI 
TERMOHON III yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 902 
untuk keperluan Masjid Assegaf; 
3. Bahwa tempat tinggal yang akan diwakafkan tersebut adalah warisan dari alm. 
SUAMI TERMOHON III yang meninggal pada tahun 2002, dengan 
meninggalkan ahli waris yaitu ibu TERMOHON III (istri) dan ANAK 
TERMOHON III (anak laki-laki); 
4. Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan saran 
agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan menjadi 2 rumah 
sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi diwakafkan 
kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I sedikit banyaknya mengetahui 
kadaan ekonomi wakif. Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud 
untuk mewakafkan seluruhnya; 
5. Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggal tersebut, 
Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang kesediaan ANAK 
TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan oleh ibu 
TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak sehat 
(sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), oleh karena itu Pemohon I 
menganggap telah mewakili anak tersebut karena memiliki keterbatasan. 
Pemohon I menganggap ibu TERMOHON III juga dapat dijadikan wali dari 
ANAK TERMOHON III; 
6. Bahwa selama hidup, ANAK TERMOHON III dirawat oleh ibunya, 
TERMOHON III, dan pamannya, PAMAN ANAK TERMOHON III, yang 
telah menghabiskan banyak dana untuk pengobatan ANAK TERMOHON III 
hingga berhutang kurang lebih Rp. 100.000.000-; 
7. Bahwa sekitar pada bulan Desember 2011 ANAK TERMOHON III 
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meninggal dunia dan pada saat itu pula hutang pengobatan ANAK 
TERMOHON III belum mampu dibayar oleh TERMOHON III dan PAMAN 
ANAK TERMOHON III; 
8. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012 PAMAN ANAK TERMOHON III 
meninggal dunia dengan meninggalkan hutang pengobatan ANAK 
TERMOHON III kurang lebih Rp. 100.000.000-, sehingga ahli waris PAMAN 
ANAK TERMOHON III, AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III 
tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap dari harta wakaf yang 
diyakini terdapat hak ANAK TERMOHON III di dalamnya; 
9. Bahwa Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh 
TERMOHON III dan AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III 
karena TERMOHON III tidak mempunyai harta selain harta yang sudah 
diwakafkan oleh TERMOHON III kepada Masjid Assegaf sehingga Nadzir 
berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah diberikan oleh 
TERMOHON III dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan 
ANAK TERMOHON III; 
10. Bahwa Nadzir juga merasa dalam harta wakaf tersebut ada hak waris AHLI 
WARIS, yang meskipun saat ini telah meninggal, namun setidaknya harta 
wakaf tersebut dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK 
TERMOHON III; 
11. Bahwa pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini secara 
musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian atas tanah dan bangunan 
menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana tercatat dalam Akte 
Pengganti Akta Ikrar Wakaf XXXXXX sehingga oleh Badan Pertanahan Kota 
Surakarta dikeluarkan Sertifikat No, I (Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan 
Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, NADZIR III dan PEMOHON III, namun 
Badan Pertanahan Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama 
Surakarta; 
Bahwa para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris 
harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan 
ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang 
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sesuai dengan Agama Islam; 
3.2 Putusan Hakim dalam sengketa pengelolaan wakaf masjid pada kasus 
Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska 
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta 
hukum syar’i yang berlaku dalam perkara ini; 
MENGADILI 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta; 
3. Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, yang 
diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa 
sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; 
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 1.411.000,- 
(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); 
 
3.3 Pembahasan 
Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah 
Menteri Agama.5 Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia 
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.6 Menteri 
Agama dan Badan Wakaf Indonesia memerhatikan saran dan pertimbangan 
Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan wakaf.7 Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat 
bekerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan 
pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf.17 
Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat 
menggunakan akuntan publik.8 Ketentuan ini bersifat pilihan. Oleh karena itu, jika 
dipandang perlu Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerja sama 
                                                             
5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 63, ayat (1).  
6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 63, ayat (2).  
7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 63, ayat (3).  
8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 65.  
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dengan lembaga lain.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang wakaf ditetapkanbahwa pihak yang 
berhak mendapatkan pembinaan adalah nazhir, dan pihak yang berkewajiban 
melakukan pembinaan adalah pemerintah (Departemen Agama Republik 
Indonesia) dan Badan Wakaf Indonesia.9 Departemen Agama dari pusat sampai 
daerah berkewajiban untuk:10  
a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir, baik 
perseorangan, organisasi dan maupun badan hukum.  
b. Menyusun regulasi, memberi motivasi, memberi fasilitas, mengoordinasikan, 
memberdayakan, dan mengembangkan harta benda wakaf.  
c. Menyediakan fasilitas proses sertifikasi wakaf.  
d. Menyiapkan dan mengadakan blanko-blanko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf 
benda tidak bergerak maupun benda bergerak.  
e. Menyiapkan tenaga-tenaga penyuluh di daerah-daerah untuk melakukan 
pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para nazhir sesuai dengan 
lingkupnya.  
f. Memberikan fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri 
dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.  
Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa kedudukan Departemen 
Agama dan Badan Wakaf Indonesia adalah regulator, motivator, fasilitator, 
pengawas, pembina dan koordinator dalam pemberdayaan dan pengembangan 
terhadap harta benda wakaf. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah 
(Departemen Agama) harusmemperhatikan saran dan pertimbangan Majelis 
Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatannya.11  
Batas minimum, bentuk, dan tujuan pembinaan nazhir ditetapkan sebagai 
berikut: pertama, pembinaan terhadap nazhir wajib dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun;  kedua, pembinaan perwakafan dapat dilakukan 
dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar ataupun kegiatan lainnya. Kegiatan 
                                                             
9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 53, ayat (1).  
10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 53, ayat (2).  
11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 54.  
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pembinaan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga; ketiga, 
tujuan pembinaan adalah meningkatkan etika dan moralitas nazhir wakaf serta 
meningkatkan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.12  
Ketentuan mengenai pengawasan yang ditetapkan dalam peraturan 
pemerintah adalah:13  
a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, 
baik aktif maupun pasif.  
b. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap nazhir atas 
pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.  
c. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang 
disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.  
d. Pelaksana pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan 
publik independen.  
Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf secara benar, 
baik dari rukun wakaf, syarat wakaf maupun maksud dan tujuan disyariatkan 
wakaf, siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, siapa yang 
boleh dan dapat ditunjuk sebagai nazhir dan lain sebagainya. Selama ini masih 
banyak pengurusan dan pengelolaan wakaf bersifat konvensional dan tradisional 
atas dasar saling percaya antara  wakif dan nazhir, bahkan cenderung kurang 
memperhatikan faktor keamanan harta benda wakaf, sehingga apabila terjadi 
perbuatan hukum baik disengaja maupun tidak atau karena minimnya 
pengetahuan tentang peraturan perundangan yang berlaku akan berdampak 
beralihnya hak kepemilikan maupun peruntukan harta benda wakaf serta 
dimungkinkan akan  terjadi sengketa terhadap tanah wakaf.  
Tidak dipungkiri bahwa para wakif  menunjuk seorang menjadi nazhir  
dipilih karena keilmuannya, mereka luar biasa, sangat paham terhadap tradisi 
wakaf baik secara teori maupun praktek, dalil-dalil tentang wakaf dan sejarahnya 
tidak diragukan, namun pengelolaan wakaf agar bisa berkembang dan memiliki 
kepastian hukum dari segi peraturan dan perundang-undangan memerlukan 
                                                             
12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 55.  
13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 56.  
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kreatifitas, mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada, mampu bekerjasama 
dengan lokasi harta benda wakaf itu berada, sehingga harta benda wakaf dapat 
terkelola secara baik.14  
Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional 
dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen 
dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 47 (1) dan (2). Dan sangat berperan dalam 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf baik 
perorangan, organisasi maupun badan hukum, agar dapat  mengembangkan wakaf 
secara baik dan profesional terutama kepada nazhir.  
Pada Pasal 48 UU Wakaf No.41 Tahun 2004 berkedudukan di Ibukota 
NKRI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai 
dengan kebutuhan. Pada Pasal 49 ayat (1) bahwa BWI  mempunyai tugas dan 
wewenang:  
a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf  
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional  
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status 
harta benda wakaf  
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir  
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf  
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun 
kebijakan di bidang perwakafan.  
Pada Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa (BWI) dapat bekerjasama dengan 
instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, 
badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 50 Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BWI memperhatikan 
saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama IndonesiaTerkait dengan 
tugas melakukan pembinaan terhadap Nazhir, BWI melakukan beberapa langkah 
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strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undangundang Nomor. 41/2004  tentang wakaf Pasal 53 meliputi:15  
a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir, baik 
Perorangan, Organisasi dan Badan Hukum.  
b. Penyusunan regulasi pemberian motivasi, pemberian fasilitas, 
pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda 
wakaf.  
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.  
d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda bergerak 
ataupun benda tidak bergerak.  
e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan 
pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya.  
f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri 
dalam pemberdayaan wakaf.   
Faktor penyebab yang sering mengakibatkan dikuasainya tanah wakaf oleh 
ahli waris wakif yang tidak berhak atas tanah tanah wakaf dalam data 
Kementerian Agama Surakarta yaitu: (1) belum adanya administrasi yang baik 
seperti belum adanya  Akta Ikrar Wakaf dan belum adanya sertifikat wakaf; (2) 
pemberdayaan dan pendayagunaan wakaf yang tidak segera dilaksanakan oleh 
nazhir; (3) nilai jual tanah yang sudah mengalami kenaikan. Sehingga untuk 
mencegah adanya penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris wakif, Kementerian 
Agama Surakarta mempunyai program untuk menanggulangi masalah tersebut.  
Kantor Kementerian Agama Surakarta mempunyai program Pembinaan 
dan Pemberdayaan wakaf, sehingga Kementerian Agama Surakarta dapat 
melaksanakan kegiatan untuk pembinaan nazhir dan program pembinaan pun ada 
dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Program pembinaan tersebut 
dilaksanakan dengan cara salah satunya adalah diadakannya Rapat Koordinasi 
Wakaf atau Rapat Koordinasi Nazhir. Program pengembangan nazhir 
dilaksanakan dengan Bantuan Sertifikat Wakaf, Mengikutsertakan nazhir dalam 
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kegiatan pengembangan wakaf produktif dan melaksanakan kegiatan pembinaan 
dan pemberdayaan wakaf. Sedangkan peran Kementerian Agama Surakarta dalam 
pengawasan nazhir yaitu sebagai Pembina dan Motivator untuk pemberdayaan 
dan pendayagunaan tanah wakaf.  
Tata cara pengawasan nazhir yang dilakukan oleh Kementerian Agama 
Surakarta dengan cara membentuk Asosiasi Nazhir Wakaf Indonesia (ANWI), 
demikian pula Kementerian Agama Surakarta khususnya bidang Penyelenggara 
Syari’ah mengadakan Rapat Koordinasi serta mengupayakan pembentukan Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Surakarta. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kantor Kementerian Agama Surakarta tidak dapat lepas begitu saja dari 
Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimana dalam pembinaan dan pengawasan 
nazhir, bentuk kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Agama Surakarta 
dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut: (1) Kemeterian 
Agama Surakarta melaporkan keadaan dan kondisi nazhir serta tanah wakaf 
kepada BWI; (2) meminta BWI menjadi narasumber dalam seminar dan kegiatan 
lainnya; serta (3) meminta BWI untuk menjadi mediator dalam persengketaan 
wakaf.  
Sedangkan program yang dilaksanakan Kementerian Agama Surakarta 
dalam meminimalisasi sengketa wakaf akibat penguasaan tanah wakaf oleh ahli 
wakif yaitu dengan cara (1) pemberian bantuan sertifikasi wakaf; (2) memberikan 
syarat kepada wakif untuk memberikan surat keterangan dari kelurahan bahwa 
tanah yang akan diwakafkan tidak dalam sengketa dan memberikan surat 
kesediaan atau kerelaan dari ahli waris untuk mewakafkan sebidang tanah dari 
calon wakif; (3) memberikan pembinaan nazhir untuk tertib dan baik administrasi.  
Untuk sengketa wakaf yang sudah terlanjur terjadi, Kementerian Agama 
Surakarta berupaya semaksimal mungkin agar sengketa wakaf tidak sampai ke 
meja hijau. Dengan demikian Kementerian Agama Surakarta dapat menjadi 
mediator dalam setiap sengketa wakaf yang terjadi, bahkan Kementerian Agama 
Surakarta ditunjuk menjadi mediator pertama sebelum menunjuk mediator lain 
diluar Kementerian Agama Surakarta. Cara yang paling efektif dari Kementerian 
Agama Surakarta untuk menyelesaikan sengketa wakaf agar tidak sampai ke 
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meja hijau adalah dengan langkah awal dengan dimediatori Kementrian Agama 
Surakarta untuk berdamai, apabila tidak berhasil atau buntu maka Kementerian 
Agama Surakarta melaporkan dan meminta saran kepada Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama di tingkat Provinsi. 
 
4. PENUTUP 
Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pengelolaan wakaf masjid 
pada kasus Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska adalah 
adanya unsur (1) bukti yaitu (a) bukti pemohon: fotokopi KTP pemohon I, II, dan 
III, fotokopi sertifikat tanah wakaf, asli surat keterangan kematian almarhum 
pewaris dan ahli waris, fotokopi sertifikat medis penyebab kematian almarhum 
ahli waris, fotokopi rincian biaya perawatan almarhum Sakib Ali Basri, (b) bukti 
termohon: fotokopi surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik 
nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2004, dan fotokopi akta pengganti 
akta ikrar wakaf nomor N.III.14.VIII Tahun 2004; (2) saksi: saksi I (58 tahun), 
Saksi II (51 tahun). 
Putusan Hakim dalam sengketa pengelolaan wakaf masjid pada kasus 
Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska, tentang (a) mengabulkan 
permohonan; (b) Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf (c) telah sesuai 
dengan Pasal 1 jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan pendapat 
Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai 
pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang 
terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa antara para pihak. Sedang tentang membatalkan sertifikat 
wakaf tidak sesuai dengan Pasal 49 UU Wakaf No.41 Tahun 2004 dan pendapat 
Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat, penyusunan regulasi pemberian 
motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan 
pengembangan terhadap harta benda wakaf. 
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